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LEGISLASI

DPR Janji Libatkan Masvarakat Bahas RUU ITE

JAKARTA, KOMPAS — Setelah ma-
suk dalam Program Legislasi
Nasional Prioritas 2023, pem-
bahasan revisi Undang- Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan  atas  Undang-Un-
dang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik mulai mene-
mui titik terang. DPR akan me-
mulai pembahasan pada April
dan berkomitmen menghim-
pun sebanyak-banyaknya aspi-
rasi masyarakat. Pembahasan

Juga tak akan dilakukin secara

berlarut-larut dan ditargetkan
rampung dalam dua masa per-
sidangan.

Pada Selasa (28/3/2023). Ko-
misi T DPR yang mendapat tu-
gas membahas Rancangan Un-
dang-Undang Perubahan UU
tentang Tnformasi dan Tran-
saksi Elektronik (RUU ITE) te-
lah membentuk panitia kerja
(panja). "Panja sudah dibentuk.
Saya yvang menjadi keluanya”
kata Wakil Ketua Komisi T PR
dart Fraksi Partai Keadilan Se-

jahtera Abdul Kharis Almasy-

hari di Kompleks Parlemen, Ja-
karta, Selasa.

Sebelum membahas bersama
pemerintal, Komisi 1 fokus
menyerap aspirasi masynmkat,
Aspirasi, di antaranya, dihimpun
dari kalangan masyarakat sipil.
Pada Senin (27/3), Komis T se-
cara khusus mengundang ma-
syarakat sipil vang tergabung da-

lam Koalisi Serius Revisi UL TTE
untuk mengikuti rapat dengar
pendapat umum (RDPLT). Dalam
rapat itu, koalisi yang terdin dari
Amnesty International Indone-
sia, South East Asia Freedom of
Expression Network (Salenet),
dan Aliansi Jurnalis Tndependen
(AJT) Indonesia diminta mem-
berikan pandangan terkait ke-
tentuan yang semestinya diatur
atau dihilangkan dalam UUTTE
Tidak hanya itu, Komisi T juga
menglindang dan meminta ma-
sukan perbaikan U1 ITE dari
Asosiasi Fintech Indonesia (Af-
tech).

Kharis mengatakan  masih
lerbuka kesempatan bagi se-
luruh  pihak  menvampaikan
usulan terkait RULT ITE Ko-
misi I masih akan menyeleng-
garakan satu kali RDPU dengan
mengundang pihak-pihak yang
bisa memberi masukan terkait
revisi UU [TE sebelum me-
mulai pembahasan pasal per
pasal, Komisi T juga tak me-
nutup kemungkinan menam-
hah jumlah RDPU asalkan pi-
hak yang akan diundang be-
nar-benar menguasal permasa-
lahan dan memiliki usulan kon-
kret terkait RUU ITE

Anggota Komisi T DPR dari
Fraksi Partai Demokrat, Rizki
Aulia Rahman Natakusumah,
menambahkan, fraksinya ber-
komitmen melibatkan publik
dalam pembahasan RUTT ITE,

Oleh karena itu, selain melalui
RDTU di Komisi I, Fraksi Partai
Demokrat juga aktif mengada-
kan audiensi, baik dengan or-
ganisasi masyarakat sipil, aso-
siast, maupun  perkumpulan
korban kriminalisasi UL ITE.

Berdasarkan masukan yang
terhimpun, kata Rizki, masya-
rakal tidak hanya mengingin-
kan pembahasan terbatas pada
tujuh poin revisiyang diusulkan
pemerintah. Selain berfokus pa-
da persoalan HAM serla ke-
bebasan herpendapat dan ber-
ckspresi, publik juga menyoroti
sinkronisasi-pemidanaan yang
ada di RUTTITE dengan Kitab
Undang-undang Hukum Pida-
na (KUHP) yang baru disahkan
pada akhir Desember 2022, Ti-
dak hanya itu, sejumlah usul
terkait transaksi elektronik jiga
disampaikan masyarakal kepa-
da Fraksi Partai Demokrat.

Koridor revisi

Menurut Rizki, Komisi T akan
berfokus pada pembahasan se-
putar ranah informasi untuk
menjanin hak digital warga.
Usul perubahan di luar itu, mi-
salnya  yang  terkait  dengan
Lransaksi elektronik, bisa nem-
perluas cakupan revisi. Kon-
sekuensi dari perluasan itu,
pembahasan akan membutuh-
kan waktu yang lehih panjang,

Oleh karena itu. panja Komisi
I DPR dan pemerintah perlu

menyepakati  koridor revisi,
"DPR dan pemerintah nanti ha-
rus bisa memutuskan apakah
dalam revisi UU ITE ini kita
akan berpatokan pada surpres
{surat presiden) yang dikivim ke
DPR atau ada usulan baru lain
ving hisa dibahas bersama,” tu-
turnya.

Pembahasan bersama peme-
rintah dijadwalkan dimulai pa-
da pekan terakhir Masa Per-
sidangan TV 2022-2023 atau
pada pertengahan April ini. Tak
ingin berlarut-larut, Komisi 1
DPR menargetkan pembahasan
RUU ITE rampung dalam dua
masa persidangan. "Saya me-
nargetkan, (pada) masa sidang
setelah Tebaran (Masa Persi-
dangan V) selesai (pembahasan
RUU ITE)," kata Kharis

Direktur Eksekutif Amnesty
International Indonesia Usman
Hamid mengatakan, pemerin-
tah dan DPR harus membuk-
tikan keseriusan dengan segera
membahas dan mengesahkan
RUU ITE. Selain itu, penting
pulia memperhatikan usul ma-
syarakal yang menginginkan
agar revisi UU ITE dilakukan
secara menyeluruh. Sebah, da-
lam beberapa waklu terakhir,
pembentuk T telah menge-
cewakan masyarakat lantaran
mengabaikan partisipasi publik
dalam  penyusunan  sejumlab
UL, seperti UU Cipta Kerja, UU
KPE, dan KUHP (N 10
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